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ABSTRACT 

This study aims to analyze the effect of tax taxes in PMK no 82 of 2021, taxpayer 

knowledge, and tax taxes on MSME taxpayer compliance in Denpasar City. This 

research was conducted in Denpasar City. The object of the research is taxpayer 

compliance obtained by taxes, taxpayer knowledge, tax services and taxation taxes. 

This research uses the population of MSMEs in Denpasar City which are recorded 

at the East and West Denpasar KPP as many as 224,913 businesses. The results of 

the analysis of the applicable sample for the population. So, the sample used must 

be able to represent the population. The method of entering the sample uses 

purposive sampling, which is to determine the sample based on certain criteria. the 

sample size used is the slovin formula with the number of samples in this study 

rounded up to 100 people who are obliged to determine the MSME tax. The 

technique for taking samples is incidental sampling. The distribution of the 

questionnaires was carried out using a google form considering the pandemic 

situation, which was analyzed by linear regression. The results showed that PMK 

No.82 Year 2021 tax incentives, taxpayer knowledge, and tax taxes had a positive 

and significant impact on MSME taxpayer compliance in Denpasar City. 

Keywords: Tax incentives; knowledge of taxpayers; tax services; tax sanctions; 

taxpayer compliance. 

 

PENDAHULUAN 

UMKM adalah suatu kelompok usaha yang memiliki jumlah yang tidak sedikit 

di Negara Indonesia. Pada tahun 2018, Jumlah pelaku UMKM mencapai 58,97 juta 

orang, atau sekitar 23 persen apabila dibandingkan dnegan jumlah penduduk yang ada 

di Negara Indonesia (Puspanita dkk, 2020). Penerimaan pajak negara dari sektor 

UMKM yang terdapat di negara Indoenesia yang memperlihatkan perkembangan 

signifikan setiap tahunnya. Realisasi penerimaan pajak dari 2013 sampai dengan 2018 
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untuk sektor UMKM mengalami pertumbuhan yang signifikan meskipun sempat 

menurun di tahun 2018. Namun, meskipun mengalami peningkatan dikutip dari 

ekonomi.bisnis.com (2019), bahwa kontribusi dalam penerimaan suatu pajak pada 

tahun 2018 masih minim di bidang UMKM jika disejajarkan dengan jumlah Rp1.500 

triliun total penerimaan perpajakan, hal ini memperlihatkan bahwa  masih belum 

optimalnya penerimaan pajak sektor UMKM.  

Wajib pajak UMKM memiliki peran yang amat penting untuk penerimaan 

perpajakan suatu negara, namun kondisi ini mengalami pukulan akibat munculnya 

pandemi covid-19. Upaya untuk memberikan kepatuhan kewajiban pajak UMKM di 

masa pandemi adalah dengan memberikan insentif perpajakan PMK No 9 Tahun 2021 

yang telah digantikan oleh PMK No 82 Tahun 2021 terkait insentif pajak. 

Insentif pajak merupakan kebijakan yang mampu diberi oleh pemerintahan 

terhadap kewajiban pajak. Penerapan untuk memberikan insentif perpajakan 

merupakan sebuah solusi dari suatu pemerintahan untuk memberikan kenaikan suatu 

minat dari seorang investor guna penanaman suatu modal (Jawa dkk, 2021). 

Meningkatkan penerimaan pemerintah dari perpajakan (Jawa dkk, 2021). Hasil riset 

Saniananda (2021) memperlihatkan bahwa pelaksanaan pemberian insentif pajak 

mampu memberi pengaruh yang positif kepada kepatuhan kewajiban pajak.  

Selain itu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan kewajiban 

pajak menjadi pengetahuan bagi seorang wajib perpajakan. Pengetahuan kewajiban 

perpajakan mampu mencari tahu peraturan pajak baik mengenai tariff ataupun manfaat 

pajak yang sesuai dengan UU serta kehidupannya (Zulhazmi dan Kwarto, 2019). Hasil 

riset As’ari (2018) memperlihatkan bahwa kewajiban pajak yang berkaitan dengan 

suatu sistem pajak memiliki pengaruh yang secara positif kepada kepatuhan kewajiban 

pajak.  

Selanjutnya, pelayanan pajak adalah sebuah faktor yang mampu memengaruhi 

kepatuhan perpajakan. Pelaksanaan pelayanan yang mampu memberi rasa puas 

terhadap seorang yang menjadi wajib pajak serta pada batas tertentu sesuai dengan 

stadarisasi pelayanan yang diberikan wewenang dan perlu dijalankan secara kontinu 

(As’ari, 2018). Hasil riset Pebrina dan Hidayatulloh (2020) memperlihatkan bahwa 

proses pelayanan perpajakan memberikan pengaruh yang positif kepada kepatuhan 

bagi seorang kewajiban pajak.  

Sanksi pajak merupakan suatu interpretasi yang dijalankan oleh seorang 

kewajiban pajak, yang mana mereka ingin melakukan interpretasi pada berbagai 

informasi yang didapatkan dengan beberapa sumber mengenai sanksi pajak (Pebrina 

dan Hidayatulloh, (2020). Secara mendasar sanksi pajak terbagi menjadi sanksi pidana 

dan administrasi (Dewi dkk, 2020). Selanjutnya riset Rahayu (2017) memperlihatkan 

bahwa sanksi perpajakan mampu memberi pengaruh secara positif kepada kepatuhan 

bagi seorang kewajiban pajak.  
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Berdasarkan data penerimaan pajak UMKM masih belum maksimal karena 

belum berkontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak secara umum. Selain itu, 

Denpasar merupakan Ibu Kota Provinsi Bali, sehingga Denpasar dapat dikatakan 

merupakan sentra UMKM di Provinsi Bali dengan jumlah 32.026 UMKM 

(diskop.denpasarkota.go.id, 2021). Namun, penerimaan pajak di Provinsi Bali tertinggi 

diberikan oleh Kabupaten Badung, serta pajak yang berkontribusi terbesar adalah pajak 

kendaraan bermotor (Sopandi dkk, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak 

UMKM di Bali khususnya Denpasar masih belum maksimal, dan tidak sejalan dengan 

Denpasar sebagai sentra UMKM. Penulis tertarik dalam menjalankan riset yang lebih 

dalam kepada kepatuhan kewajiban pajak pada UMKM yang ada di daerah Kota 

Denpasar dengan judul “Pengaruh Insentif Pajak dalam PMK No 82 Tahun 2021, 

Pengetahuan Wajib Pajak, Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak UMKM di Kota Denpasar (Studi pada Masa Pandemi COVID-19)”. 

KAJIAN PUSTAKA 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Salman dan Tjaraka (2019:242), kepatuhan pajak menjadi sebuah 

kondisi yang mana seorang yang memiliki kewajiban pajak memenuhi keseluruhan 

wajib pajak serta menjalankan hak pajak. Wajib pajak UMKM memiliki suatu peranan 

yang amat penting untuk penerimaan perpajakan suatu negara, namun kondisi ini 

mengalami pukulan akibat munculnya pandemi covid-19. Upaya untuk memberikan 

kepatuhan kewajiban pajak UMKM di masa pandemi adalah dengan memberikan 

insentif perpajakan PMK No 9 Tahun 2021 yang telah digantikan oleh PMK No 82 

Tahun 2021 terkait insentif pajak. 

Insentif Pajak dalam PMK No.82 Tahun 2021 

Insentif pajak merupakan kebijakan yang mampu diberi oleh pemerintahan 

terhadap kewajiban pajak. Penerapan untuk memberikan insentif perpajakan 

merupakan sebuah solusi dari suatu pemerintahan untuk memberikan kenaikan suatu 

minat dari seorang investor guna penanaman suatu modal (Jawa dkk, 2021). 

Meningkatkan penerimaan pemerintah dari perpajakan (Jawa dkk, 2021). Menurut 

Anthonie (2021) dalam pajak.go.id, pada bulan Juli awal, akhirnya pemerintahan 

mampu menerbitkan PMK No.82/PMK.03/2021 dalam proses perpanjangan jangka 

waktu yang memberikan pemanfaatan secara insentif. Hasil riset Saniananda (2021) 

memperlihatkan bahwa pelaksanaan pemberian insentif pajak mampu memberi 

pengaruh yang positif kepada kepatuhan kewajiban pajak.  

H1 : Insentif pajak PMK No.82 Tahun 2021 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

Pengetahuan Wajib Pajak 

Selain itu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan kewajiban 

pajak menjadi pengetahuan bagi seorang wajib perpajakan. Pengetahuan kewajiban 
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perpajakan mampu mencari tahu peraturan pajak baik mengenai tariff ataupun manfaat 

pajak yang sesuai dengan UU serta kehidupannya (Zulhazmi dan Kwarto, 2019). Hasil 

riset As’ari (2018) memperlihatkan bahwa kewajiban pajak yang berkaitan dengan 

suatu sistem pajak memiliki pengaruh yang secara positif kepada kepatuhan kewajiban 

pajak.  

H2 : Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Pelayanan Pajak 

Selanjutnya, pelayanan pajak adalah sebuah faktor yang mampu memengaruhi 

kepatuhan perpajakan. Pelaksanaan pelayanan yang mampu memberi rasa puas 

terhadap seorang yang menjadi wajib pajak serta pada batas tertentu sesuai dengan 

stadarisasi pelayanan yang diberikan wewenang dan perlu dijalankan secara kontinu 

(As’ari, 2018). Hasil riset Pebrina dan Hidayatulloh (2020) memperlihatkan bahwa 

proses pelayanan perpajakan memberikan pengaruh yang positif kepada kepatuhan 

bagi seorang kewajiban pajak.  

H3 : Pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Sanksi Perpajakan 

Sanksi pajak merupakan suatu interpretasi yang dijalankan oleh seorang 

kewajiban pajak, yang mana mereka ingin melakukan interpretasi pada berbagai 

informasi yang didapatkan dengan beberapa sumber mengenai sanksi pajak (Pebrina 

dan Hidayatulloh, (2020). Secara mendasar sanksi pajak terbagi menjadi sanksi pidana 

dan administrasi (Dewi dkk, 2020). Selanjutnya riset Rahayu (2017) memperlihatkan 

bahwa sanksi perpajakan mampu memberi pengaruh secara positif kepada kepatuhan 

bagi seorang kewajiban pajak.  

H4 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

METODE PENELITIAN 

Riset ini dilakukan di Kota Denpasar. Objek pada riset yakni kepatuhan wajib 

pajak yang didapatkanoleh insentif pajak, pengetahuan wajib pajak, pelayanan 

perpajakan dan sanksi perpajakan. Riset ini menggunakan populasi UMKM yang ada 

di Kota Denpasar yang tercatat pada KPP Denpasar Timur dan Barat sejumlah 224.913 

usaha (Septyani dkk, 2020). Hasil analisis terhadap sampel berlaku bagi populasi. 

Maka, sampel yang digunakan harus dapat merepresentasikan populasi. Metode 

penentuan sampel menggunakan purposivesampling yakni untuk menentukan sampel 

yang disesuaikan dengan kriteria tertentu. Penentuan ukuran sampel yang digunakan 

yakni rumus slovin dengan persamaan. 𝑛 =  
224.913  

1+224.913   (0,1)2 = 99,95 

 Sehingga jumlah sampel pada riset ini dibulatkan menjadi 100 orang yang 

berkewajiban pajak UMKM. Teknik untuk mengambil sampel yang dilakukan adalah 

sampling incidental. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan menggunakan google 

form mengingat situasi pandemic, yang dianalisis dengan regresi linier, sesuai 

persamaan (Sujarweni, 2016:32) 
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KWP = α + β1IP + β2PW + β3PL + β4SP + e  

Keterangan: 

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak 

α  = konstanta 

β = koefisien garis regresi 

e = error 

IP = Insentif Pajak 

PW = Pengetahuan Wajib Pajak 

PL = Pelayanan Pajak  

SP = Sanksi Pajak 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis dari UMKM Denpasar yang tercatat pada KPP 

Denpasar Timur dan Barat sejumlah 100, diperoleh karakteristik responden seperti 

berikut:  

Tabel 1. Karakteristik Responden  

No Karakteristik Klasifikasi 

Jumlah Responden 

(orang) 

Presentase 

Responden 

(%) 

1 Umur Usaha 

1 - 5 Tahun 19 19,0 

6 - 10 Tahun 66 66,0 

> 10 Tahun 15 15,0 

Jumlah 100 100 

2 
Perintis 

Usaha 

Saya Sendiri 26 26,0 

Warisan Orang Tua 74 74,0 

Jumlah 100 100 

3 
Jumlah 

Karyawan 

2 - 5 Orang 60 60,0 

6 - 10 Orang 34 34,0 

11 - 15 Orang 6 6,0 

Jumlah 100 100 

4 
Pendapatan 

Per Tahun 

< 300 Juta 19 19,0 

300 Juta - 2,5 Miliyar 78 78,0 

> 2,5 Miliyar 3 3,0 

Jumlah 100 100 

Sumber : data diolah (2022) 

 Berdasarkan 100 responden UMKM Denpasar yang tercatat pada KPP 

Denpasar Timur dan Barat, menunjukkan bahwa butir pernyataan dari semua butir 

variabel adalah valid, sehingga tidak perlu dilakukan uji validitas. Hasil pengujian 

reliabilitas pada riset ini mampu diperlihatkan pada tabel berikut ini: 
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Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

No. Variabel Cronbach’sAlpha Keterangan 

1 Insentif Pajak yaitu PP No23/2018 DTP  0,847 Reliabel 

2 PengetahuanWajib Pajak  0,778 Reliabel 

3 Pelayanan Pajak  0,903 Reliabel 

4 Sanksi Perpajakan  0,916 Reliabel 

5 KepatuhanWajib Pajak  0,890 Reliabel 

Sumber : data diolah (2022) 

Berdasarkan hasil analisis bahwa nilai |r| atau CronbachAlpha senilai 0,847; 

0,778; 0,903; 0,916 dan 0,890 yang lebih besar dari rkritis sebesar 0,70. Hasil analisis 

statistic deskriptif pada riset ini ditunjukkan pada table seperti berikut: 

Tabel 3 Hasil Analisis Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Min Max Mean Std Deviation 

Insentif Pajak 100 9 18 14,02 2,065 

PengetahuanWajib Pajak 100 9 18 14,02 1,875 

Pelayanan Pajak 100 18 30 23,09 2,745 

Sanksi Perpajakan 100 12 24 18,69 2,537 

KepatuhanWajib Pajak 100 13 24 18,52 2,533 

Sumber : data diolah (2022) 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

Berdasarkan hasil analisis menggambarkan bahwa mengacu pada hasil 

pengujian, data terdistribusi secara normal karena nilai dari Kolmogorov-Smirnov Test 

dengan nilai Asymp.Sig (2 tailed) senilai 0,200 melebihi 0,05. Mengacu pada hasil 

pengujian diatas, data tidak terjadi multikoliniertitas karena nilai tolerance melebihi 

0,10 serta nilai VIF < 10. Serta mengacu pada hasil pengujian, bahwa data tidak terjadi 

heteroskedastsitas karena keseluruhan nilai Sig.(2-tailed) pada variabel bebasnya 

melebihi 0,05 yang artinya ketiadaan dari terjadinya heteroskedastsitas. Karena data 

telah memenuhi uji asumsi klasik maka dilanjutkan dengan pengujian regresi berikut: 

Tabel 4. Uji Regresi Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta   

1 

(Constant) -1,811 1,299  -1,394 0,167 

Insentif Pajak 0,210 0,081 0,172 2,595 0,011 

Pengetahuan Wajib Pajak 0,773 0,098 0,572 7,908 0,000 

Pelayanan Pajak 0,138 0,048 0,150 2,895 0,005 

Sanksi Perpajakan 0,179 0,079 0,180 2,254 0,026 

Sumber : data diolah (2022) 
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Mengacu pada persamaan regresi pada persamaan diatas yakni KWP = α + β1IP + β2PW 

+ β3PL + β4SP + e Adapun persamaan regresi yang terbentuk pada riset ini adalah 

seperti berikut: KWP = -1,811 + 0,210 IP + 0,773 PW + 0,138 PL + 0,179 SP  

Uji Hipotesis 

Tabel 5. Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 495,396 4 123,849 84,303 0,000b 

Residual 139,564 95 1,469   

Total 634,960 99    

Sumber : data diolah (2022) 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai sig. uji F yakni 0,000< 0,05. Hasil ini 

mengartikan insentif pajak PMK No.82/2021, pengetahuan wajib pajak, pelayanan 

pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Mengacu pada tabel di atas, diperoleh nilai signifikan 0,000< 0,05 dengan nilai 

F hitungnya 84,303. Hasil ini mempunyai arti bahwa keseluruhan variabel berpengaruh 

secara bersama-sama kepada kepatuhan kewajiban pajak UMKM Denpasar, sehingga 

riset ini layak untuk dijalankan.  

Tabel 6. Analisis Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square AdjustedR Square Std. Errorof the Estimate 

1 0,883a 0,780 0,771 1,212 

Sumber : data diolah (2022) 

Mengacu pada tabel diatas, terlihat bahwa nilai dari Adjusted R-square senilai 

0,771, sehingga mampu dijelaskan bahwa keseluruhan variabel memberikan 

sumbangan pengaruh yang secara bersamaan sebesar 77,1% kepada kepatuhan 

kewajiban pajak, serta sisanya 22,9% terpengaruh oleh variabel lainnya. 

Tabel 7. Uji t 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta   

1 

(Constant) -1,811 1,299  -1,394 0,167 

Insentif Pajak 0,210 0,081 0,172 2,595 0,011 

Pengetahuan Wajib Pajak 0,773 0,098 0,572 7,908 0,000 

Pelayanan Pajak 0,138 0,048 0,150 2,895 0,005 

Sanksi Perpajakan 0,179 0,079 0,180 2,254 0,026 

Sumber : data diolah (2022) 
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Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa insentif pajak PMK No. 82 Tahun 

2021 memberikan pengaruh signifikan kepada kepatuhan kewajiban pajak, dengan 

nilai sig. sebesar 0,011<5%, untuk itu penerimaan H1. Artinya insentif pajak PMK 

No.82 Tahun 2021 mampu memberikan sebuah pengaruh signifikan kepada kepatuhan 

kewajiban perpajakan. Nilai koefisien regresinya senilai 0,210 artinya semakin tinggi 

insentif pajak PMK No.82 Tahun 2021 maka semakin tinggi kepatuhan kewajiban 

pajaknya.  

Insentif pajak merupakan kebijakan yang mampu diberi oleh pemerintahan 

terhadap kewajiban pajak. Penerapan untuk memberikan insentif perpajakan 

merupakan sebuah solusi dari suatu pemerintahan untuk memberikan kenaikan suatu 

minat dari seorang investor guna penanaman suatu modal (Jawa dkk, 2021). 

Meningkatkan penerimaan pemerintah dari perpajakan (Jawa dkk, 2021). Menurut 

Anthonie (2021) dalam pajak.go.id, pada bulan Juli awal, akhirnya pemerintahan 

mampu menerbitkan PMK No.82/PMK.03/2021 dalam proses perpanjangan jangka 

waktu yang memberikan pemanfaatan secara insentif. Hasil riset Saniananda (2021) 

memperlihatkan bahwa pelaksanaan pemberian insentif pajak mampu memberi 

pengaruh yang positif kepada kepatuhan kewajiban pajak.  

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa pengetahuan kewajiban pajak 

memberikan pengaruh signifikan kepada kepatuhan kewajiban pajak, dengan nilai sig. 

sebesar 0,000<5%, untuk itu penerimaan H2. Artinya pengetahuan kewajiban pajak 

mampu memberikan sebuah pengaruh signifikan kepada kepatuhan kewajiban 

perpajakan. Nilai koefisien regresinya senilai 0,773 artinya semakin tinggi 

pengetahuan kewajiban pajak maka semakin tinggi kepatuhan kewajiban pajaknya.  

Selain itu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan kewajiban 

pajak menjadi pengetahuan bagi seorang wajib perpajakan. Pengetahuan kewajiban 

perpajakan mampu mencari tahu peraturan pajak baik mengenai tariff ataupun manfaat 

pajak yang sesuai dengan UU serta kehidupannya (Zulhazmi dan Kwarto, 2019). Hasil 

riset As’ari (2018) memperlihatkan bahwa kewajiban pajak yang berkaitan dengan 

suatu sistem pajak memiliki pengaruh yang secara positif kepada kepatuhan kewajiban 

pajak.  

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa pelayanan perpajakan memberikan 

pengaruh signifikan kepada kepatuhan kewajiban pajak, dengan nilai sig. sebesar 

0,005<5%, untuk itu penerimaan H3. Artinya pelayanan perpajakan mampu 

memberikan sebuah pengaruh signifikan kepada kepatuhan kewajiban perpajakan. 

Nilai koefisien regresinya senilai 0,138 artinya semakin tinggi pelayanan perpajakan 

maka semakin tinggi kepatuhan kewajiban pajaknya.  

Selanjutnya, pelayanan pajak adalah sebuah faktor yang mampu memengaruhi 

kepatuhan perpajakan. Pelaksanaan pelayanan yang mampu memberi rasa puas 
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terhadap seorang yang menjadi wajib pajak serta pada batas tertentu sesuai dengan 

stadarisasi pelayanan yang diberikan wewenang dan perlu dijalankan secara kontinu 

(As’ari, 2018). Hasil riset Pebrina dan Hidayatulloh (2020) memperlihatkan bahwa 

proses pelayanan perpajakan memberikan pengaruh yang positif kepada kepatuhan 

bagi seorang kewajiban pajak.  

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa sanksi pajak memberikan pengaruh 

signifikan kepada kepatuhan kewajiban pajak, dengan nilai sig. sebesar 0,026<5%, 

untuk itu penerimaan H4. Artinya sanksi pajak mampu memberikan sebuah pengaruh 

signifikan kepada kepatuhan kewajiban perpajakan. Nilai koefisien regresinya senilai 

0,179 artinya semakin tinggi sanksi pajak maka semakin tinggi kepatuhan kewajiban 

pajaknya.  

Sanksi pajak merupakan suatu interpretasi yang dijalankan oleh seorang kewajiban 

pajak, yang mana mereka ingin melakukan interpretasi pada berbagai informasi yang 

didapatkan dengan beberapa sumber mengenai sanksi pajak (Pebrina dan Hidayatulloh, 

(2020). Secara mendasar sanksi pajak terbagi menjadi sanksi pidana dan administrasi 

(Dewi dkk, 2020). Selanjutnya riset Rahayu (2017) memperlihatkan bahwa sanksi 

perpajakan mampu memberi pengaruh secara positif kepada kepatuhan bagi seorang 

kewajiban pajak. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diuraikan, adapun simpulan pada riset 

ini yakni: (1) Insentif pajak PMK No.82 Tahun 2021 mampu memberikan sebuah 

pengaruh signifikan kepada kepatuhan kewajiban perpajakan. Nilai koefisien 

regresinya senilai 0,210 artinya semakin tinggi insentif pajak PMK No.82 Tahun 2021 

maka semakin tinggi kepatuhan kewajiban pajaknya. (2) Pengetahuan kewajiban pajak 

mampu memberikan sebuah pengaruh signifikan kepada kepatuhan kewajiban 

perpajakan. Nilai koefisien regresinya senilai 0,773 artinya semakin tinggi 

pengetahuan kewajiban pajak maka semakin tinggi kepatuhan kewajiban pajaknya. (3) 

Pelayanan perpajakan mampu memberikan sebuah pengaruh signifikan kepada 

kepatuhan kewajiban perpajakan. Nilai koefisien regresinya senilai 0,138 artinya 

semakin tinggi pelayanan perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan kewajiban 

pajaknya. (4) Sanksi pajak mampu memberikan sebuah pengaruh signifikan kepada 

kepatuhan kewajiban perpajakan. Nilai koefisien regresinya senilai 0,179 artinya 

semakin tinggi sanksi pajak maka semakin tinggi kepatuhan kewajiban pajaknya.  

Adapun saran pada riset ini adalah Bagi pemerintah Kota Denpasar, hasil riset 

ini mampu dipakai sebagai acuan serta dasar dalam meningkatka kepatuhan kewajiban 

pajaknya, yakni dengan Mengoptimalkan pemberian insentif pajak PMK No.82/2021 

yang dapat dilakukan dengan cara meringankan beban pajak terutang sehingga 

kewajiban pajak merasakan kepuasan atas intensif yang diberi pemerintah karena 

dapat. Meningkatnya pengetahuan kewajiban pajak, hal ini mampu dijalankan dengan 
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cara mensosialisasikan sistem perpajakn di Indonesia sehingga kewajiban pajak selalu 

patuh membayar pajaknya karena mengetahui sistem perpajakn di Indonesia. 

Meningkatnya pelayanan pajak, hal ini mampu dijalankan dengan meningkatkan 

pelayanan fiskus yang sesuai dengan keinginan sehingga wajib pajak selalu memenuhi 

kewajiban pajak. Meningkatnya sanksi pajak, dengan memeberi sanksi pajak yang 

diberikan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku sehingga kewajiban pajak selalu 

melakukan pemabyaran pajak tepat waktu. 
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